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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

Huruf 

Arab 

Na

ma 
Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba. B Te ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ es (dengan titk di atas) ث

 Ji. J Je ج

 Ha‟ H ha (dengan titik di bawah) ح

 Ka. Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal. Ż. zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S. Es س

 Syn Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dd D. de (dengan titik bawah) ض

 .Ta T te (dengan titik bawah) ط

 .Za Z zet (dengan titik bawah) ظ

 ain „_ apstrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf. K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
 
 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tampa 

diberi tandaapa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis 

denagan tanda (`). 

2. Vocal 

 

Vocal Bahasa arab,seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal 

tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

translitenya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya‟ Ai a dan i 

 Fathah dan wau Au a dan u ا

 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf: 

Contoh: 
 

فيك  : kaifa 
 



 

x 
 

 haula :هؤ ل
 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya‟ A a garis di atas ا

 Kasrah dan ya‟ I i garis di atas ا

 Dammah dan wau U u garis di atas اؤ

 

 Contoh: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

5. Syaddah (Tasydid) 



 

xi 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ا ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

 

 

 

 

 

7. Hamzah 



 

xii 
 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-

Qur‟an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 Al-„Ibarat bi „umum al-lafz la bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
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Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 
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11. Daftar singkatan 

 

 Beberapa singkatan yang dibakukan 

  Swt.  = subhanahu wa ta `ala 

 Saw.  = shallallahu `alaihi wa sallam 

 as  = `alaihi as-salam 

 H  = Hijriah 

 M  = Masehi 

 SM  = Sebelum Masehi 

 I  = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

  w  = wafat tahun 

 Qs…/…4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4 

 HR  = Hadis..Riwayat 
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ABSTRAK 

 

ANDINI TASBI, 2025. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli 

Ikan Lele yang Diberi Pakan Barang Najis di Desa Tiromanda 

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”. Skripsi Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing Muhammad 

Tahmid Nur dan Nurul Adliyah. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik budidaya ikan lele yang 

diberikan pakan yang mengandung barang najis di Desa Tiromanda, Kecamatan 

Bua, Kabupaten Luwu, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi dari pemilik budidaya ikan lele sebagai subjek penelitian. 

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan serta 

data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah terkait hukum Islam dan budidaya 

ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik budidaya ikan lele di Desa 

Tiromanda menggunakan pakan berupa pelet komersial yang telah tersedia di 

pasaran, sedangkan sebagian lainnya memanfaatkan bangkai ayam yang 

berpotensi mengandung bahan najis. Penggunaan sisa makanan lebih banyak 

dipilih karena alasan ekonomi, meskipun tidak semua pembudidaya menerapkan 

metode ini. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, pemberian pakan 

yang mengandung najis pada ikan lele tidak diperbolehkan karena dapat 

memengaruhi status kehalalan ikan tersebut. Pakan yang berasal dari bahan 

haram, seperti darah atau bangkai, dapat menyebabkan ikan menjadi najis dan 

tidak layak dikonsumsi menurut ajaran Islam. Apabila tetap diperjualbelikan, 

maka akad jual belinya tidak sah menurut syariat, karena termasuk menjual 

barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh umat Islam. 

 

Kata Kunci: Budidaya Ikan Lele, Pakan Najis, Hukum Islam,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ANDINI TASBI, 2025. "Review of Sharia Economic Law on the Buying and 

Selling of Catfish Fed with Unholy Goods in Tiromanda 

Village, Bua District, Luwu Regency". Thesis of the Sharia 

Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo 

State Islamic Religious Institute. Guided by Supervisors 

Muhammad Tahmid Nur and Nurul Adliyah. 

 

This study aims to find out the practice of catfish cultivation given feed containing 

unclean goods in Tiromanda Village, Bua District, Luwu Regency, and to review 

the practice from the perspective of Islamic law. This research uses an empirical 

method with a contemporary fiqh approach. Data were collected through 

observation, interviews, and documentation from catfish farming owners as 

research subjects. The data sources consist of primary data obtained directly from 

the field and secondary data derived from scientific literature related to Islamic 

law and fish farming. The results of the study show that some catfish farmers in 

Tiromanda Village use feed in the form of commercial pellets that are available 

on the market, while others use human food waste that has the potential to contain 

unclean ingredients. The use of food waste is more widely chosen for economic 

reasons, although not all cultivators apply this method. From the perspective of 

Islamic law, feeding catfish that contains unclean is not allowed because it can 

affect the halal status of the fish. Feed derived from haram materials, such as 

blood or carcasses, can cause fish to become unclean and unfit for consumption 

according to Islamic teachings. Therefore, it is recommended that the feed used in 

catfish farming comes from materials that are guaranteed to be clean and halal, 

such as fish pellets that are in accordance with halal standards. 

 

Keywords: Catfish Farming, Unholy Feed, Islamic Law. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Fitrah manusia sebagai makhluk hidup yang tak lepas dari makan dan 

minum dengan kata lain manusia memiliki sifat konsumtif. Dengan makan dan 

minum manusia dapat melangsungkan berbagai aktivitasnya. Sebaliknya, jika 

tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang tidak wajar, maka akan 

berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Namun tidak semua makanan dan 

minuman yang tersedia adalah baik bagi manusia. Karena terdapat berbagai 

makanan dan minuman yang jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. 

Maka sebagai manusia yang diberi petunjuk dan diberikan akal oleh Tuhan Yang 

Maha Esa harus dapat membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang 

dilarang untuk dikonsumsi.
1
 

 Bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah swt. kepada sang 

khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. 

Kesempurnaan syariat Islam mencangkup segala bidang dan ruang, di antaranya 

adalah bidang muamalah maddiyah dan muamalah adabiyyah. Pembagian 

muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata sebab 

dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Sedangkan muamalah itu sendiri dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah 

                                                             
1
 Isnaeni, „Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot 

(Studi Terhadap Fatwa Mui No. 25 Tahun 2012), Jurusan Ahwal Al Syahsiyyah IAIN Purwokerto, 

(2015). 

 



2 
 

 

aturan-aturan (hukum) Allah swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya 

dengan urusan dunawi dalam pergaulan sosial seperti misalnya jual beli.
2
 

 Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya 

untuk saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya sudah 

diatur jelas dalam syariat Islam. Karakteristik manusia yang diciptakan allah 

saling tolong menolong dan membutuhkan satu sama lain. Tidak semua orang 

memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu 

yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Karena itu Allah Swt 

memerintahkan untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang 

berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan 

layaknya roda yang terus berputar dengan limpahan produktivitasnya.
3
 Orang 

yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban mengetahui hal-hal 

yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini dimaksudkan 

agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari 

kerusakan yang tidak dibenarkan. 

Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk 

mempelajari muamalah tetapi mereka sering melalaikan aspek ini (pemahaman 

tentang hukum), sehingga meraka tidak peduli telah memakan barang haram, 

sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan yang semakin 

menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus 

diupayakan pencegahannya, agar semua yang terjun ke dunia usaha ini dapat 

                                                             
2
 Suhendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

3
 Qardhawi, Yusuf. 2005. Halal Dan Haram Dalam Islam,Terj.Wahid Ahmadi Dkk. 

Surakarta: Era Intermedia. 

 

 



 

 

membedakan mana yang boleh dan menjauhkan diri dari segala yang syubhat. Ini 

berarti islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama. 

Daerah Luwu tepatnya di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten 

Luwu terdapat berbagai jenis sumber daya alam hewani seperti ikan, beragam 

jenis ikan dapat dijumpai dan banyak pula masyarakat yang melakukan budidaya 

ikan. Ikan merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang sangat 

dibutuhkan bagi masyarakat. Beragam jenis ikan telah dikonsumsi oleh 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, baik itu dari jenis air tawar, 

ikan air payau, maupun ikan laut. Namun, tidak semua jenis ikan tersebut dapat  

dientaskan ke kolam budidaya. Hanya beberapa ikan saja yang dapat dientaskan 

ke kolam budidaya untuk dikembangkan secara intensif, salah satu diantaranya 

ikan lele. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam beternak, maka ikan 

lele dijadikan objek dalam berbisnis harus sesuai dengan pasar dan keinginan 

konsumen. Para konsumen tidak mau membeli ikan lele yang kurus dan tidak 

sehat untuk dikonsumsi sehingga pemilik ternak harus memikirkan jalan keluar 

untuk keinginan konsumennya, sehingga para pemilik ternak mengusahakan agar 

hewan ternaknya sesuai dengan keinginan konsumen guna untuk menarik minat 

konsumen dan membuat konsumen merasa puas dengan hewan ternak yang 

mereka jual. 

Maka peternak ikan lele harus memberikan pakan yang bisa membuat 

ternaknya tumbuh besar dan tentunya harus dalam keadaan sehat, dan enak untuk 

dikonsumsi, dengan demikian pakan yang cocok dengan kategori untuk membuat 



 

 

ikan lele berkembang dengan pesat, baik dari segi besarnya ukuran maupun 

tingkat kesehatannya. Untuk itu pemberian pakan ayam merupakan salah satu 

kategori pakan yang bagus untuk ternak lele dengan dilihat dari segi ekonomi, 

maka peternak lele memutuskan menggunakan ayam. 

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian ditemukan bahwa di 

kalangan masyarakat saat ini terdapat jual beli ikan lele dengan menggunakan 

pakan bangkai ayam yang di mana hal ini merupakan perilaku curang yang 

dilakukan oleh penjual karena dapat mendatangkan hal negatif kepada pembeli. 

Bangkai tersebut biasanya diperoleh dari kandang ayam terdekat yang sudah mati 

sebelumnya. Pada Desa Tiromanda, kecamatan bua, ada sebagian masyarakat 

yang melakukan bisnis dengan membuat kolam yang berisi ikan lele (ternak lele) 

dengan demikian, atas dasar bisnis yang dilakukan oleh pemilik kolam tidak ingin 

rugi dengan bisnis yang digelutinya atau dijalankannya. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan najis 

dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

Budidaya Ikan Lele Yang Diberi Pakan Barang Najis Di Desa Tiromanda 

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana budidaya ikan lele yang diberi pakan barang Najis di Desa 

Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu? 



 

 

2. Bagaimana budidaya ikan lele yang diberikan pakan barang najis menurut 

tinjauan hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui budidaya ikan lele yang diberi pakan barang Najis di 

Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. 

2. Untuk mengetahui budidaya ikan lele yang diberikan pakan barang najis 

menurut tinjauan hukum Islam. 

D. Manfaat Penlitian  

 Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian 

ini, berikut uraiannya : 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk adanya penelitian ini akan membantu proses pembelajaran dan 

menambah pemkiran dan sumbangan akademik bagi para akademisi dalam 

keilmuan hukum ekonomi syariah terutama dalam bidang jual beli yang benar 

secara hukum ekonomi syariah. Diantaranya : 

a. Digunakan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

mengandung topik yang sama dengan penelitian ini.  

b. Dapat membantu dalam pengembangan keilmuan dibidang hukum 

ekonomi syariah berupa hukum jual beli dalam islam, terutama dalam hal 

syarat dan rukun jual beli yang sah dan benar. 

2. Manfaat Praktis 

 Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: 



 

 

a. Bagi masyarakat, memberikan tambahan informasi kepada masyarakat 

tentang hukum ekonomi syariah, terutama bagaimana hukum jual beli 

barang najis, serta bagaimana pengaturannya di dalam hukum ekonomi 

syariah. Serta memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai bagaimana jual beli dalam islam dan syarat sah yang baik dan 

benar.  

b. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang jual beli 

baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta 

menambah pengetahuan baru melalui wawancara tentang hukum yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

 Penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan pendukung dan dasar 

penyusunan penelitian ini, juga untuk mendukung temuan penelitian yang di 

anggap relevan dengan penelitan yang pernah dilakukan sebelumnya, serta dapat 

membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.  

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Homaidi dan Ainur Rahman 

Burhanuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 

Beli dan Mengkonsumsi Ikan Lele yang Diberi Pakan Bangkai Ayam di 

Jambesari Bondowoso” menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan normatif empiris yang didukung oleh wawancara, observasi, 

serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum 

mengonsumsi ikan lele yang diberi pakan bangkai ayam tetap halal dengan 

syarat tidak terjadi perubahan rasa, tidak menimbulkan bau, tidak 

membahayakan kesehatan, serta telah melalui proses karantina selama 3–4 

hari untuk menghilangkan pengaruh najis dari pakan yang diberikan.
4
 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu akan 

membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli 

pupuk kendang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan 

                                                             
4
 Mohammad Homaidi, and Ainur Rahman Burhanuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Jual Beli Dan Mengkonsumsi Ikan Lele Yang Diberi Pakan Bangkai Ayam Di Jambesari 

Bondowoso." Salwatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1.3 (2021): 20-32. 
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yaitu penelitian menjelaskan mengenai benda najis yang diperjual belikan 

untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan menjelaskan hukum yang terjadi apabila benda najis dikonsumsi 

oleh ikan lele. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Bari dan Rahmat Sholihin dengan 

judul “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele 

yang Diberi Pakan Kotoran Hewan” merupakan penelitian lapangan 

dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Banjarmasin dan 

Kotabaru. Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi kolam ikan yang 

diberi pakan kotoran hewan, serta wawancara dengan pemilik kolam dan 

enam ulama dari MUI Kota Banjarmasin, MUI Provinsi Kalimantan 

Selatan, serta seorang dosen fikih muamalah UIN Antasari Banjarmasin. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pandangan ulama, yaitu 

membolehkan secara mutlak, membolehkan dengan syarat tertentu, dan 

lebih baik dihindari. Dua ulama berpendapat bahwa jual beli dan konsumsi 

ikan tersebut boleh karena kotoran yang dimakan tidak memengaruhi rasa 

maupun bau daging, sementara tiga ulama lain membolehkan dengan 

syarat, seperti tidak adanya perubahan rasa dan bau serta harus melalui 

proses pensucian sebelum dikonsumsi. Adapun pandangan ketiga 

menekankan bahwa lebih baik dihindari karena dalam Islam dilarang 

mengonsumsi sesuatu yang menjijikkan atau dapat membahayakan, 

sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:173 dan Q.S. al-
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Mâidah/5:88.
5
 Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu sama membehas mengenai tinjauan hukum isma terhadap 

jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu penulis membahas tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan 

barang najis. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alvian Wirateja, Asep Ramdan Hidayat, 

dan Encep Abdul Rojak dengan judul “Analisis Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi 

Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung 

Pojok Cigondewah Kota Bandung” menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui 

wawancara, buku, artikel, jurnal, internet, serta berbagai literatur yang 

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian pakan di 

peternakan Kampung Pojok Cigondewah belum sesuai dengan ketentuan 

dalam Fatwa MUI No.52 Tahun 2012, yang mengatur hukum hewan 

ternak yang diberi pakan dari barang najis agar tetap memenuhi syarat 

kehalalan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.
6
 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama 

membehas mengenai tinjauan hukum isma terhadap jual beli. Perbedaan 

                                                             
5
 Abdul Bari, and Rahmat Sholihin. "Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli 

Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, 

Economic and Legal Theory 2.2 (2024): 1237-1246. 
6
 Alvian Wirateja, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak. "Analisis Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia No. 52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari 

Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota 

Bandung." Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 2. No. 1. 2022. 
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penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis 

membahas tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan barang najis. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Imam Mujari dengan judul “Hukum 

Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis 

Fatwa MUI No.52 Tahun 2012)” merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui 

pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam menetapkan hukum Islam, Komisi Fatwa MUI 

menggunakan pendekatan nas, qauli, manhaji, dan istinbathi, yang 

mengintegrasikan metode klasik dengan fleksibilitas ijtihad kontemporer. 

Berdasarkan analisis peneliti, hewan ternak yang mayoritas makanannya 

berupa rumput dan biji-bijian tetap halal meskipun sesekali memakan 

kotoran, selama tidak mengubah rasa, bau, atau membahayakan 

konsumen. Namun, jika terdapat perubahan bau atau rasa akibat najis, 

maka hewan menjadi haram hingga dilakukan proses karantina. Adapun 

pakan yang bercampur dengan babi atau najis berat lainnya dihukumi 

haram karena membahayakan kualitas daging maupun telur. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, khususnya para 

peternak, dalam memahami dan meyakini fatwa MUI No.52 Tahun 2012 

terkait hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis.
7
 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama 

membehas mengenai tinjauan hukum isma terhadap jual beli. Perbedaan 

                                                             
7
 Rifki Imam Mujari. Hukum Hewan Ternak yang diberi Pakan dari Barang Najis (Studi 

Analisis Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012). Diss. Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2024. 
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penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis 

membahas tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan barang najis. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khakim Maulidal Khitam dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan 

Sistem Fros: Studi Kasus di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang” 

merupakan penelitian kualitatif dengan jenis yuridis sosiologis. Sumber 

data diperoleh dari wawancara dengan para pedagang ikan hias sebagai 

data primer, serta dokumen berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian 

sebagai data sekunder, yang dilengkapi dengan observasi langsung 

terhadap praktik jual beli di lokasi penelitian. Berdasarkan analisis dengan 

tinjauan hukum Islam, praktik jual beli ikan hias dengan sistem fros di 

Pasar Canasta Johar diperbolehkan, karena telah menjadi tradisi („urf) 

yang berlaku di kalangan pedagang dan pembeli, serta tidak menimbulkan 

kerugian bagi pihak yang bertransaksi.
8
 Penelitian ini relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membehas mengenai tinjauan 

hukum isma terhadap jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu penulis membahas tentang budidaya ikan lele 

yang diberi pakan barang najis. 

 

 

B. Deskripsi Teori 

                                                             
8
 Abdul Khakim Maulidal Khitam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan 

Dengan Sistem Fros." Diss. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023. 
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1. Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli 

 Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai‟ yang menurut 

etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaily mengartikannya 

secara bahasa dengan ‚menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain‛. Kata al-bai 

dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-

syira‟ (beli). Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga 

berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 

dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masingmasing 

definisi sama. 
9
 

b. Rukun dan syarat Jual Beli 

 Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual 

beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menentukan rukun jual beli 

terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.
10

 

  Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). 

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan 

(rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, 

karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak 

kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelakaan itu dari kedua 

belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ija>b dan 

                                                             
9
 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1987), Jilid III, Hal. 126 

10
 Abdul Madjid, Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, 

(Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), Hal. 80. 
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qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Akan tetapi, 

jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : 

1) Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli). 

2) Ada shigat (lafadz ijab dan qabul) 

3) Ada barang yang dibeli.  

4) Ada nilai tukar pengganti barang.  

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad yang dibeli, dan nilai tukar 

barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Syarat sah 

jual beli yaitu: 

1) Jual beli itu terhindar dari cacat. 

2) Apabila barang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu 

boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. 

Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat 

menuratnya diselesaikan sesuai dengan „urf (kebiasaan) setempat. Jual beli 

baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan 

untuk melakukan jual beli.
11

 

c. Macam-macam jual beli 

 Macam-Macam Jual Beli Dalam buku Supriadi Yosup Boni mengatakan 

bahwa dalam fiqh mu‟amalah terdapat banyak ragam bentuk jual beli. Berikut ini 

beberapa jenis jual beli, di antaranya: a. Berdasarkan obyek transaksi, jual beli 

terbagi tiga, yaitu: 1) Pertukaran antara barang dengan uang. Contohnya, mobil 

dengan uang rupiah, baju dengan uang rupiah, dan lain-lain. 2) Pertukaran barang 

                                                             
11

 Mustad Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), 30. 
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dengan barang (barter) dalam fikih mu‟amalah disebut al-muqhayadhah. 

Contohnya, menukar beras dengan kursi sofa, menukar jam tanagn dengan laptop. 

3) Pertukaran uang dengan uang (money change). Dalam istilah fikih mu‟amalah 

disebut ash-sharf. Sedangkan tempat penukaran uang disebut money changer atau 

sharraf dan almashraf dalam fikih mu‟amalah. Contohnya, menukar uang. 

 Dalam pelaksanaan jual beli salah satunya dapat dilakukan oleh seseorang 

melakukan budidaya terhadap suatu hal seperti Budidaya ikan lele, yang dimana 

hasil budidayanya yang akan diperjual belikan atau pakan dari untuk 

pembudidayaannya yang dilakukan jual beli, seperti jual beli pakan untuk 

budidaya ikan lele. 

d. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, 

baik dari Al-Quran, Al-Hadis dan telah menjadi ijma‟ ulama dan kaum muslimin. 

Bahkan jual beli juga bukan hanya sekedar mu‟amalah, akan tetapi menjadi salah 

satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama 

manusia dan juga dapat menyambung tali silahturahmi. Adapun dasar hukum jual 

beli yaitu pada Q.S An-Nisa/4: 29.  

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اهمَنُ وْا لََ تََْكُلُواْا امَْوَالَكُمْ بَ يْ نَكُمْ بِِلبْاَطِلِ اِلََّا انَْ تَكُوْنَ تَِِارةًَ عَنْ  نْكُمْ ۗ يٰها تَ راَضٍ مِّ
  كَانَ بِكُمْ رَحِيْاًاوَلََ تَ قْتُ لُواْا انَْ فُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّهَّ 
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Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. 12 

 Menurut tafsir Al-Maragi mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang 

biasa, dan tanpa keridaan dari pemilik harta yang diambil itu; atau menafkahkan 

harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini 

adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-

jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengelurakan harta untuk hal-

hal yang tidak dibenarkan oleh akal. 
13

 

 Selain itu, dalam hadis juga diterangkan dasar hukum jual beli seperti yang 

dikatakan rasulullah saw: 

هَدَاءِ  دِّيقِيَن وَالشُّ  التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأمَِيُن مَعَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ
Artinya : 

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di syurga) dengan 

para nabi, siddiqin, dan syuhada”. (HR.Tirmidzi)
14

 

 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya 

itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
15

 Ibnu Qudamah 

menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya ba„i 

                                                             
12

 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan 

Mushaf Al-Quran, 2015) 
13

 Bahrun Abu Bakar,et.al., Terjemah Tafsir Al Maraghi. (Semarang: CV. Toha Putra 

Semarang, 2021),24 
14

 Caesar.W, S. M., Rejeki, N. M. S., Samudra, M. T., & Dewi, G, Implementasi Konsep 

Religius (Diniyah) dan Jujur Dalam Perdagangan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 4.2 (2020): 

136–149. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/39/21 
15

Rachmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006). 
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karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai 

ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (oranglain), dan orang lain 

tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. 

Dengan disyariatkan ba„i setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi 

kebutuhannya.
16

 

Dalam Qiyas ulama‟ dijelaskan bahwa semua syariat Allah Swt yang 

berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh 

siapapun. Adapun hikmah dari persyariatan ba‟i adalah sebagai media atau sarana 

umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa 

adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) dan kebutuhan 

hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar 

manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.
17

 

e. Rukun dan syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual 

beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menentukan rukun jual beli 

terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama.
18

Adapun rukun 

jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah hanya ijab dan qabul, menurut mereka 

yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (Rudha). Kerelaan itu 

merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan. Hal ini 

diilustrasikan dalam bentuk ungkapan ijab dan qobul melalui pemberian barang 
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dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli 

itu ada empat
19

, yaitu : 

1) Orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli) yaitu, 

individu atau kelompok yang melakukan kegitan yang terdiri dari ba‟i 

(penjual) dan mushtary (pembeli) yang menjual dan membeli barang yang 

diakadkan. 

2) Sighat atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik 

(ijab) dari satu pihak dan penerima hak milik (qabul) dari pihak kain dari 

penjual maupun pembeli. 

3) Objek barang yang dijual belikan (ma‟qud „alayh) yaitu, objek atau barang 

atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli. 

4) Harga barang, yaitu nilai tukar untuk pengganti barang yang diperjual belikan. 

 Syarat yang terkait dengan ijab qobul yaitu para ulama fiqh sepakat 

menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. 

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. 

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang 

atau uang telah berpindah tangan dari pelilik semula. Untuk itu, para ulama fiqh 

mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut
20

: 

1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal; 

2) Qabul sesuai dengan ijab; 
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3) Ijab dan qalub itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak 

yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. 

 Di zaman modern perwujud dan ijab dan qabul tidak lagi di ucapkan, 

tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari 

pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang dari panjual, tanpa 

ucapan apapun. Akan tetapi, ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa transaksi jual 

beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui ijab dan 

qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti di atas, hukumnya tidak 

sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Syarat barang 

yang dijual belikan. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual 

belikan adalah: 

1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 

kesnggupannya untuk mengadakan barang itu. 

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, 

khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan 

syara‟ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim 

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh 

dijualbelikan, seperti ikan dalam laut dan emas dalam tanah. 

4) Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati 

bersama ketika transaksi berlangsung. 

5) Barang itu bukan barang nasjis, artinya menjual barang yang terkena najis dan 

tidak mungkin untuk disucikan adalah sangat bertentangan dengan syariat 
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islam. Tidak sah menggunakan dan menjual minyak yang najis seperti minyak 

yang dihasilkan dari bangkai. 

 Dengan demikian, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat 

dan masing-masing mempunyai syarat seperti apa yang telah dikemukakan di atas 

dan itulah yang disepakati oleh jumhur ulama. Akan tetapi, ulama syafi‟iyah 

berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas 

atau sindiran, yaitu melalui ijab dan qabul. Jadi, transaksi jual beli dilakukan, baik 

jual beli besar maupun kecil harus ada ijab dan qabul.
21

 

 Pengertian najis (An-Najasah) menurut bahasa artinya semua yang kotor. 

Sedangkan menurut istilah artinya adalah semua yang haram untuk dimakan 

secara mutlak.
22

 Adapun macam-macam najis yaitu seperti bangkai. Bangkai 

adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Tubuh binatang yang dipotong 

hidup-hidup termasuk dalam kategori bangkai juga. Haramnya sesuatu yang tidak 

karena terhormat atau bahaya menunjukkan najisnya barang itu. Sebab sesuatu 

yang diharamkan itu ada kalanya karena kehormatan, bahaya, atau najis. Bangkai 

adalah semua binatang yang mati dan kematiannya itu tidak memenuhi rukun-

rukun penyembelihan.
23

 

 Selain bangkai ada juga najis yang berasal dari hewan yaitu Anjing. Setiap 

benda yang dijilat oleh anjing harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya 

adalah dengan tanah. Kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak halal 

dimakan. Hukum dari kedua benda itu adalah najis. Hal itu berlandaskan pada 

hadits Ibnu Mas‟ud r.a ia menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW hendak 
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membuang air besar. Beliau memintaku untuk mencari tiga batu. Aku 

mendapatkan dua batu. Ketika aku mencari satu batu lagi, aku tidak mendapatkan 

batu itu. Aku pun mengambil kotoran yang sudah kering. Rasulullah Saw 

mengambil batu itu dan membuang kotoran kering tersebut. Kata beliau, “benda 

itu najis‟‟.
24

 

2. Budidaya 

a. Pengertian Budidaya 

 Budidaya merupakan usaha untuk melestarikan tanaman maupun hewan 

agar nantinya memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di muka bumi ini yang disusun secara 

terencana untuk dapat mengembangbiakan dan memelihara baik tanaman maupun 

hewan serta proses pembiakan tersebut dapat dilakukan baik oleh petani maupun 

peternak. Sedangkan pengertian budidaya Menurut Sunjian adalah pengembangan 

pada pertanian yang dapat dilakukan oleh masyarakat. bisa dilakukan secara 

kelompok maupun secara individu untuk memperoleh hasil pertanian yang 

berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia.
25

 

b. Macam-macam budidaya 

1) Budidaya pertanian atau tanaman 

 Budidaya tanaman dapat diartikan sebagai perkembangbiakan dengan 

media tumbuh-tumbuhan maupun sesuatu yang ditanam. Salah satu media yang 
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dapat digunakan dalam budidaya tanaman adalah dengan menggunakan media 

tanam hidroponik maupun ditanam langsung pada lahan. 

2) Budidaya hewan atau peternakan 

a) Budidaya perikanan 

Budidaya perikanan dapat diartikan sebagai kegiatan yang memelihara serta 

mengembangbiakan ikan guna memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia serta 

sebagai usaha guna memperoleh keuntungan bagi peternak. Budidaya perikanan 

ada dun, yaitu budidaya ikan untuk kebutuhan pangan seperti ikan lele, ikan nila, 

dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah ikan hias seperti ikan lohan, ikan 

arwana dan lain sebagainya. 

b) Budidaya hewan darat 

Budidaya hewan darat merupakan kegiatan memelihara serta 

mengembangbiakan hewan-hewan yang hidup di darat guna memenuhi kebutuhan 

hidup manusia sekaligus untuk memperoleh keuntungan khususnya dari segi 

ekonomi bagi pihak peternak, seperti: kambing, sapi, dan lain sebagainya.
26

 

 Adapun ayat dalam Al-Qur‟an yang menjelaskan mengenai seruan kepada 

manusia untuk memakan makanan yang halal, yaitu terdapat dalam QS. Al- 

Maidah/5:88. 
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Terjemahnya: 
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“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.”
27

 

 Menurut Quraish Shihab Ayat di atas merupakan seruan untuk memakan 

makanan yang halal dan menjelaskan bahwa melarang mengharamkan apa yang 

halal, di sini ditegaskannya perintah memakan yang halal dan, dengan demikian, 

melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan 

perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah 

pulalah praktik-praktik keberagamaan yang melampaui batas. Makanlah makanan 

yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif 

bagi kesehatan dari apa yang Allah swt. telah rezekikan kepada kamu, dan 

bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap Nya 

adalah mu'minun, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.
28

 

 Maksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas 

manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan 

pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa 

makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Ayat ini 

memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. al-

Baqarah/2:68, penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan 

yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, 

yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas 

yang, walaupun halal, ia makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan 

hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-
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masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan 

tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. 

Ada makanan a juga yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi 

kurang baik. Namun, yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.
29

 

3. Ikan lele 

 Ikan lele yang merupakan ikan yang memiliki kumis keluarga "Catfish" 

adalah salah satu komoditas perikanan yang sudah tidak umum lagi, khususnya 

dalam usaha budi daya ikan air tawar (freshwater aquaculture). Ikan lele adalah 

salah satu jenis ikan yang menjadi lank favorit masyarakat Indonesia dan banyak 

dijual di pinggir-pinggir jalan yang sering disebut dengan "penyetan". Ikan lele 

merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar yang mempunyai beberapa 

keunggulan, di antaranya adalah: 

a. Dapat dipelihara diberbagai lingkungan perairan dan berbagai wadah. Ikan 

lele bisa dipelihara di bak, kolam air mengalir maupun kolam terpul, di sawah, 

di kolam tadah hujan, di bawah kandang ayam, dan lain sebagainya. 

b. Dapat menerima berbagai pakan. Ikan lele terkenal sebagai ikan yang rakus 

karena pemakan segala, sehingga kelebihan ini memberikan keuntungan 

terutama dalam menekan biaya produksi.  

c. Teknologi budidaya lele dikuasai masyarakat. Teknologi budidaya ikan lele 

mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga teknologi dalam pengadaan pakan 

sudah dikuasai oleh masyarakat.  
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d. Dari sisi distribusi dan pemasaran ikan lele selalu dalam kondisi hidup. 

Karena kemampuan ikan lele yang mampu bertahan hidup di perairan yang 

minim oksigen, maka pendistribusian ikan lele hingga di rantai akhir 

pemasaran selalu dalam kondisi hidup. 

 Usaha budidaya ikan lele berkembang serta melahirkan berbagai inovasi 

baru untuk mengubah citra ikan lele, bukan lagi sebagai budidaya ikan kelas 

comberan serta untuk menghasilkan ikan yang lebih berkualitas. Kebutuhan akan 

ikan lele terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin tumbuh dan 

berkembangnya usaha pengolahan ikan lele seperti halnya abon dari ikan lele, 

kerupuk ikan lele, bakso lele dan filet lele, selain itu sekarang lele juga mulai 

dipasarkan dalam bentuk usap. Dengan demikian, budidaya ikan lele tetap 

prospektif, sehingga kebutuhan akan bibit ikan lele pun juga mengalami hal yang 

sama, dimana petani pembesaran ikan lele membutuhkan bibit ikan lele sebagai 

modal utama dalam menjalankan usahanya.
30

 

 Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hambali yang melarang segala macam najis 

yang bercampur dengan hewan ternak untuk dikonsumsi. Karena dalam penelitian 

budidaya ikan lele ini sudah menyebabkan perubahan rasa dan bau pada ikan. 

Selain itu pakan bangkai ayam potong yang diberikan merupakan pakan utama. 

Terdapat solusi agar ikan lele tersebut dapat dikonsumsi dengan aman, yaitu 

dengan mengkarantinanya selama tiga hari, atau sampai bau najis pada ikan sudah 

hilang. Prinsip Islam menyatakan bahwa keadilan menjamin tidak ada satu pihak 

pun yang akan dirugikan oleh orang lain, serta tidak seorang pun yang dapat 
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memiliki harta melalui cara-cara yang tidak diperbolehkan alam Islam, seperti 

tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang hanya pemeluk Islam yang diizinkan 

untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur.31 Adapun ayat 

dalam Al-Qur‟an yang menjelaskan mengenai seruan kepada manusia untuk 

memakan makanan yang halal, yaitu terdapat dalam QS. Al- Maidah/5:88. 
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Terjemahnya: 

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.”
 32

 

 Menurut Quraish Shihab Ayat di atas merupakan seruan untuk memakan 

makanan yang halal dan menjelaskan bahwa melarang mengharamkan apa yang 

halal, di sini ditegaskannya perintah memakan yang halal dan, dengan demikian, 

melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan 

perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah 

pulalah praktik-praktik keberagamaan yang melampaui batas. Makanlah makanan 

yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif 

bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah 

kepada Allah swt. dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap Nya adalah 

mu'minun, yakni orang-orang yang mantap keimanannya
33

 

 Maksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas 

manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan 
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pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa 

makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Ayat ini 

memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. al-

Baqarah/2: 68, penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan 

yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, 

yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas 

yang, walaupun halal, ia makruh ata sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan 

hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-

masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan 

tertentu, dan ada ju yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. 

Ada makanan juga yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi 

kurang baik. Yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.
34

 

 Usaha budidaya ikan lele dengan pakan bangai ayam potong memiliki 

beberapa dampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Di mana dampak yang 

ditimbulkan dari usaha ini tidak memberikan keseimbangan sebagaimana 

semestinya, yaitu keseimbangan terhadap alam dan keseimbangan terhadap 

manusia. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jallalah adalah hewan ternak 

pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun 

banyak. Beberapa pendapat ulama dalam qiyas tentang jallalah, menurut pendapat 

Imam Al-Khatthabi baik unta, ayam dan binatang lainnya yang memakan kotoran 

sehingga menimbulkan bau busuk pada dagingnya maka hukumnya makruh untuk 

dikonsumsi, namun ketika binatang hanya memakan sedikit kotoran sehingga 
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tidak menimbulkan bau busuk pada daging maka binatang tersebut aman untuk 

dikonsumsi.
35

 Menurut pendapat Imam An-Nawawi ulama sepakat bahwa jika 

binatang memakan kotoran atau najis sehingga menimbulkan bau busuk pada 

daging maka hukumnya adalah makruh untuk dimakan.
36

 Menurut pendapat Imam 

Ibnu Rusyd bahwa terdapat perbedaan terhadap hewan jallalah. Ada yang tidak 

membolehkan karena hadits nabi yang melarang memerah susunya dan memakan 

hewan jallalah. Pendapat lain yang tidak memperbolehkan karena bentuknya sama 

sama daging yang biasa dikonsumsi, sedangkan Imam Syafi‟i mengharamkan 

Jallalah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.
37

 

4. Hukum Hewan al-Jallalah 

Hewan al-jallalah adalah hewan yang pada asalnya halal dimakan, namun 

diberi makan sesuatu yang najis, seperti kotoran manusia atau hewan. Para ulama 

berbeda pendapat dalam menentukan hukum mengonsumsi daging, susu, atau 

telur hewan semacam ini. Perbedaan pandangan tersebut didasarkan pada hadis 

Nabi Muhammad SAW yang melarang memakan hewan al-jallalah dan meminum 

susunya. Dari sinilah kemudian lahir beberapa tafsiran, apakah larangan tersebut 

bermakna haram secara mutlak, ataukah hanya makruh selama najis yang 

dimakannya masih memengaruhi daging dan hasil ternaknya. 

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum memakan hewan al-

jallalah adalah makruh tahrim, yaitu mendekati haram, selama bau atau pengaruh 
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najis masih terdapat pada daging atau susunya. Menurut mereka, jika hewan 

tersebut telah diberi makanan yang suci dan hilang bau najisnya, maka statusnya 

kembali halal dimakan. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih longgar. 

Mereka menilai bahwa hewan al-jallalah tetap halal dimakan, hanya saja 

hukumnya makruh jika najis masih jelas berpengaruh. Apabila najis sudah tidak 

tampak pengaruhnya, maka tidak ada lagi kemakruhan pada hewan tersebut.
38

 

Berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, ulama Syafi‟iyah berpendapat 

bahwa hewan al-jallalah hukumnya haram dimakan apabila najis yang 

dimakannya memengaruhi bau, rasa, atau warna daging dan susunya. Namun, jika 

hewan tersebut dikarantina dengan makanan yang halal dalam waktu tertentu 

hingga hilang pengaruh najisnya, maka ia kembali halal dimakan. Lamanya waktu 

karantina menurut sebagian ulama Syafi‟i adalah tiga hari untuk ayam, sedangkan 

untuk hewan besar seperti sapi atau unta, waktunya lebih lama, hingga bau dan 

pengaruh najis benar-benar hilang. 

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang mirip dengan mazhab Syafi‟i, 

yaitu mengharamkan hewan al-jallalah sampai ia diberi makanan yang halal 

dalam jangka waktu tertentu. Mereka menekankan bahwa inti dari hukum ini 

adalah hilangnya pengaruh najis pada daging atau susunya. Selama bau najis 

masih melekat, maka hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Akan tetapi, jika 

telah hilang pengaruh najis setelah diberi pakan suci, maka kembali halal 

sebagaimana asalnya. 
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Berdasarkan perbedaan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa para ulama 

sepakat pada satu titik, yaitu hewan al-jallalah menjadi bermasalah hukumnya 

karena pengaruh najis yang dimakannya. Namun, mereka berbeda dalam menilai 

apakah larangan itu bermakna haram mutlak atau hanya makruh. Pendapat yang 

paling hati-hati adalah tidak memakan hewan al-jallalah sampai benar-benar 

hilang pengaruh najisnya, sehingga sesuai dengan prinsip syariat Islam yang 

menekankan kehalalan sekaligus kebersihan dan kesehatan dalam konsumsi 

makanan.
39

 

 

5. Prinsip Halal dan Haram 

 Makanan adalah segala seuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, 

baik yang diolah maupun tidak diolah, yang memiliki fungsi sebagai makanan dan 

minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan Pasal 1 angka 5 Peraturan 

Pemerintah nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan menyebut bahwa 

makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang 

haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang digunakan untuk 

bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan penolong lainnya 

yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.
40

 

a. Kategori Produk Makanan Halal  

 Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu 

nabati, hewani dan produk olahan, dengan uraian sebagai berikut:
41
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1) Makanan dengan bahan nabati secara keseluruhan adalah halal, maka 

dapat dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau 

memabukkan. 

2) Makan dengan bahan hewani terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama 

adalah hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi, sedangkan 

yang kedua adalah hewan darat yang hanya sebagian kecil tidak boleh 

dikonsumsi. 

3) Makanan dari produk olahan dengan kehalalan atau keharaman makanan 

tergantung dari bahan baku, tambahan, dan/atau penolong serta proses 

produksinya.  

 Syarat-syarat produk makanan halal sesuai dengan syariat islam, antara 

lain:
42

  

1) Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.  

2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan 

yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran.  

3) Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan 

aturan syariat Islam. 

4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan 

transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal 

lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal 

lainnya maka harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam terlebih 

dahulu.  
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5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

b. Kategori Produk Makanan Haram  

 Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, 

tumbuh-tumbuhan, dengan uraian sebagai berikut:
43

  

1) Jenis binatang diantaranya sebagai berikut:  

a) Dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah (2) ayat 173 disebutkan bahwa 

bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain 

Allah.  

b) Dalam Al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 3 disebutkan bahwa hewan 

yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati 

karena tercekik, terbentur, jatuh tertunduk, diterkam binatang buas dan 

yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh 

dikonsumsi tanpa disembelih.  

c) Dalam Al-quran surat Al-A‟raf (7) ayat 157 disebutkan bahwa 

binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. 

d) Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, 

binatang-binatang yang oleh ajaran islam diperintahkan membunuhnya 

seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang dan 

sejenisnya.  

e) Binatang-binatang yang dilarang dibunuh seperti semut, lebah, burung 

hud-hud.  

f) Binatang yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu dan buaya. 
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2) Jenis Tumbuh-tumbuhan yaitu sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh 

dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik 

secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-

tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram 

dimakan. 

3) Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan 

seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit 

maupun banyak. 

6. Perlindungan Konsumen 

 Menurut UU perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen. 

Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang maupun badan, 

yang mempergunakan sebuah produk/jasa, baik untuk digunakan untuk dirinya 

sendiri, keluarga, maupun orang lain yang membutuhkan.
44

 Tujuan yang ingin 

dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi 

konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala upaya dalam perlindungan 

konsumen tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan 

represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsume.
45

 

 Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum 

islam. Karena perlindungan konsumen bukan hanya hubungan keperdataan saja, 

melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut 
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hubungan antara manusia dan Allah SWT.
46

 Hukum perlindungan Konsumen 

dalam islam mengacu kepada konsep halal dan haram serta keadilan ekonomi atau 

berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam, oleh karena itu 

Konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk 

mengabdi dan merealisasikan tujuan yang dikenedaki Allah SWT.  

Hak-hak konsumen. 

 Hak-hak Konsumen dalam Perspektif UUPK (Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen) Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan 

perlindungan hukum Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 

hukum. Adapun Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; 

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak 

atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; dll. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan 

perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.
47

 Undang-

undang Perlindungan Konsumen pasal 4 menetapkan salah satu hak-hak 

konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan hak untuk mendapatkan informasi yang 

jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.  
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 Hak dan kewajiban konsumen tegak lurus dengan kewajiban dan hak 

pelaku usaha. Oleh karena itu, hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, 

dan kewajiban konsumen merupakan hak pelaku usaha. Dalam Pasal 7 huruf b 

undang-undang ini disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan 

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ 

atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

48
Sehubungan dengan salah satu kewajiban pelaku usaha, yang salah satunya 

sebagaimana tersebut di atas, ia dikenai larangan melakukan perbuatan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, dan salah satunya adalah yang tersebut 

dalam huruf h, yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memperoduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan 

berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan 

dalam label.”
49

 

 Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam Islam pada masa 

Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara 

empiris seperti saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat 

itudan pengaturan perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat 

mendasar, haltersebut yang menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan 

konsumen modern. Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan 

perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan 

konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan 
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transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan 

peralihan hak dengan memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk 

mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah 

khiyar. 

C. Kerangka Pikir  

 Kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran sementara 

terhadap suatu objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir disusun 

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait 

yang memberi gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian.  
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Jual beli ikan lele yang diberi  

pakan barang najis 

Dampak yang diberikan dengan 

menggunakan pakan barang najis 

menurut tinjauan hukum islam 

Analisis 

Faktor yang menyebabkan para 

penjual beli ikan lele 

menggunakan pakan barang najis 

Hasil Penelitian 

Al- Qur‟an 

Hadist (HR.Tirmidzi) 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Taun 2012 Nomor 52 tentang 

Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis 
 



35 
 

 

Berdasarkan gambara kerangka fikir di atas menunjukkan bahwa penulis 

menggunakan dasar hukum Al-Qur‟an (Q.S An-Nisa/4: 29. QS. Al- Maidah/5:88), 

hadist Riwayat Tirmidzi, dan fatwa Ulama Indonesia Taun 2012 Nomor 52 

tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis dengan 

permasalahan tentang jual beli ikan lele yang diberi pakan barang najis. Adapun 

yang akan dikaji dari permasalahan tersebut yaitu mengenai Faktor yang 

menyebabkan para penjual beli ikan lele menggunakan pakan barang najis dan 

Dampak yang diberikan dengan menggunakan pakan barang najis menurut 

tinjauan hukum Islam. Hal ini akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian 

empiris merupakan suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal dan 

didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil 

dari perilaku manusia yang berupa peninggalan maupun arsip.
50

 

 Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di 

lokasi tempat objek penelitian berada. Penelitian lapangan bertujuan untuk 

memperoleh data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau 

partisipasi langsung terhadap fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, 

peneliti dapat memahami kondisi nyata, perilaku, dan pengalaman subjek 

penelitian secara lebih mendalam dan kontekstual.
51

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tiromanda, kecamatan Bua, 

kabupaten Luwu. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2025. 

 

C. Data dan Sumber Data  
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Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari 

individu atau pun perseorangan.
52

 Sumber data diperoleh dari lapangan 

secara langsung dengan wawancara kepada para pihak tertentu. 

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai 

data pelengkap sember data primer. Sumber data sekunder penelitian ini 

adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti 

buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya. 
53

 Data sekunder terbagi 

menjadi dua yaitu:  

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai 

bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang 

mempunyai otoritas yaitu pedoman umat islam yaitu Al-Qur‟an. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti,  

buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu.  

D. Subjek atau Informan Penelitian 

 Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber 

perolehan data dalam sebuah penelitian. Adapun yang akan menjadi subjek 

penelitian adalah pemilik budidaya ikan lele. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan dilakukan melalui : 
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1. Observasi 

 Teknik Observasi atau pengamatan Teknik observasi digunakan untuk 

melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan 

berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. 

Hal ini merupakan suatu bekal untuk melakukan penelitian dan sebagai 

penambahan maupun penunjang hasil penelitian.  

2. Wawancara  

 Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka.
54

 

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu 

hukum empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana 

semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu 

hukum, yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan 

sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa 

yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh keterangan serta lisan guna untuk mencapai tujuan yaitu untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten dalam 

penyelesaian skripsi ini, dan Adapun yang akan penjadi narasumber yaitu para 

pemilik budidaya ikan lele. 

 

3. Dokumentasi 
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 Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud 

sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk 

dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait 

dengan permasalahan penelitian.
55

 

F. Keabsahan Data 

 Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang 

dipusatkan pada data yang didapatkan. Sehingga, data yang didapatkan teruji 

ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

di lapangan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan 

keabsahan data: 

1. Triangulasi  

 Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang 

diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, 

seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian 

mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, video dan 

sumber lainnya.  

2. Bahan referensial yang cukup  

 Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang 

didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara 

dan dokumentasi foto.  

 

G. Teknik Analisis Data 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif 

kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau 

metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan 

memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya 

mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variable penelitian dengan 

tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti serta biasanya meneliti 

studi kasus dengan teori tertentu, teknik analisis data yang digunakan memiliki 

tiga tahap yaitu : 

1. Reduksi data 

 Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada 

penyederhanaan,pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data,semua data umum yang 

telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih 

sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang 

diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses 

penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi 

data akan dapat memperpendek, mempertegas,membuat fokus, dan membuang hal 

yang tidak perlu.
56

 

 

                                                             
56

Moh.soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif), (yogyakarta: teras, 

2008). 



44 
 

 

2. Penyajian data  

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemunkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis 

atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari 

penyajian-penyajian data tersebut. Penyajian data yang dimaksud adalah untuk 

menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun 

sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan 

mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan  

 Apabila dalam hasil penyajian data memperlihatkan bahwa telah cukup 

serta sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka penarikan kesimpulan dapat 

dilaksanakan menggunakan teori serta hasil data dilapangan.
57
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Sejarah Desa Tiromanda 

Kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi 

Selatan yang keberadaannya diyakini sudah ada sejak abad ke-13 bahkan 

sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Gowa dan Bone. Luwu 

memiliki kedudukan penting dalam sejarah karena dikenal sebagai kerajaan 

maritim dan agraris yang kaya hasil tambang, terutama besi, serta hasil bumi 

yang diperdagangkan ke berbagai wilayah Nusantara. Dalam tradisi lokal, raja 

pertama Luwu dikenal sebagai Tomanurung, seorang tokoh mitologis yang 

diyakini turun dari langit untuk memimpin rakyat Luwu. Seiring 

perkembangannya, pusat kerajaan pernah berpindah dari daerah Cerekang ke 

Malangke, hingga akhirnya ke Belopa sebagai pusat pemerintahan Kabupaten 

Luwu saat ini. Kedudukan Luwu sebagai kerajaan berpengaruh menjadikan 

wilayah ini sebagai salah satu simpul penting dalam sejarah masyarakat 

Bugis-Makassar. 

Pada awal abad ke-17, Luwu tercatat sebagai kerajaan pertama di 

Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam. Hal ini terjadi ketika Raja 

Luwu La Patiware bergelar Sultan Muhammad Waliyyul Mubarakkah 

menerima dakwah dari ulama yang dikenal sebagai Datuk Tiga asal 

Minangkabau. Peristiwa tersebut menjadikan Luwu sebagai pintu masuk Islam 
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ke Sulawesi Selatan, sebelum akhirnya ajaran Islam menyebar ke kerajaan-

kerajaan Bugis dan Makassar lainnya. Masuknya Islam memberi warna baru 

dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Luwu, sehingga aturan adat 

(pangadereng) berpadu dengan syariat Islam dan menjadi pedoman hidup 

masyarakat. Perubahan besar ini kemudian memengaruhi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, termasuk pola pemerintahan, hukum, hingga sistem 

perdagangan. 

Memasuki masa kolonial, Luwu tidak luput dari intervensi Belanda 

yang ingin menguasai perdagangan dan sumber daya alamnya. Meski begitu, 

identitas budaya dan agama masyarakat Luwu tetap kuat bertahan. Setelah 

Indonesia merdeka, wilayah Luwu resmi menjadi bagian dari Provinsi 

Sulawesi Selatan dan terus mengalami perubahan struktur administratif. 

Pemekaran wilayah kemudian melahirkan Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten 

Luwu Timur, dan Kota Palopo yang sebelumnya masih menjadi satu bagian 

dari Kabupaten Luwu induk. Hingga kini, Luwu dikenal sebagai wilayah yang 

kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari 

masa kerajaan hingga era modern. 

Desa Tiromanda terletak di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dan 

merupakan hasil pemekaran dari Desa Posi. Pemekaran ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta memfokuskan 

pembangunan pada wilayah yang lebih kecil, dengan harapan dapat 

memberikan manfaat lebih besar bagi warganya. Dengan status barunya, Desa 

Tiromanda diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menjadi bagian 
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penting dalam mewujudkan kemajuan Kecamatan Bua secara keseluruhan. 

Desa ini bertekad untuk memajukan kualitas hidup masyarakatnya melalui 

peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan pelayanan yang lebih baik. 

2. Letak Geografis Desa Tiromanda 

Desa Tiromanda merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

geografis, Kecamatan Bua berada di bagian barat Kabupaten Luwu yang 

berbatasan langsung dengan pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadikan Desa 

Tiromanda termasuk dalam kawasan strategis yang dekat dengan jalur 

transportasi darat maupun laut. 

Secara administratif, Desa Tiromanda berbatasan dengan beberapa 

wilayah desa lain di Kecamatan Bua. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Bunga, di sebelah selatan dengan Desa Padang Kalua, di sebelah timur dengan 

wilayah desa lain di pedalaman Bua, dan di sebelah barat berbatasan dengan 

Teluk Bone. Letak ini menempatkan Tiromanda tidak hanya sebagai desa 

agraris, tetapi juga memiliki akses terhadap kegiatan perikanan dan 

perdagangan karena kedekatannya dengan wilayah pesisir. 

3. Visi dan Misi Desa Tiromanda 

VISI Desa Tiromanda: 

Gotong royong dalam membangun Desa Tiromanda yang jujur, adil, 

transparan, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. 

MISI Desa Tiromanda: 
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a. Mewujudkan sistem kerjasama masyarakat yang berbasis pada semangat 

gotong royong. 

b. Menciptakan lapangan kerja sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan 

warga desa yang berbudaya dan berakhlak mulia. 

c. Membangun infrastruktur yang berpihak pada petani serta menjunjung 

tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi. 

Desa Tiromanda memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan 

total 2.623 jiwa yang terbagi dalam 648 kepala keluarga. Jumlah penduduk 

pria mencapai 1.317 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 

1.306 jiwa. Komposisi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan 

perempuan memberikan potensi untuk pembangunan yang inklusif dan 

merata, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berperan dalam 

pembangunan desa, termasuk dalam sektor ekonomi dan sosial. 

4. Praktik Budidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda Kecamatan Bua 

Kabupaten Luwu. 

Budidaya ikan lele merupakan salah satu sektor perikanan yang cukup 

berkembang di Indonesia, termasuk di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, 

Kabupaten Luwu. Usaha ini banyak diminati karena ikan lele memiliki daya 

tahan tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan, pertumbuhannya relatif 

cepat, serta memiliki permintaan pasar yang stabil. Banyak masyarakat di desa 

ini mengandalkan budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan utama 

maupun tambahan. 
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Namun, di tengah perkembangan usaha budidaya ikan lele, muncul 

fenomena penggunaan pakan yang berasal dari barang najis. Beberapa 

pembudidaya memilih memberikan pakan alternatif seperti sisa makanan dari 

restoran, limbah pasar, atau bahkan bahan yang secara hukum Islam 

dikategorikan sebagai najis. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kehalalan 

ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hukum Islam, makanan yang 

dikonsumsi oleh hewan ternak berpengaruh terhadap status kehalalan produk 

tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor 

yang menyebabkan pembudidaya menggunakan pakan dari barang najis, 

memahami dampaknya dari sudut pandang ekonomi dan hukum Islam, serta 

melihat bagaimana ikan hasil budidaya tersebut dipasarkan. 

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, wawancara dilakukan 

dengan para pembudidaya ikan lele di desa tersebut. Hasil wawancara ini 

memberikan gambaran mengenai latar belakang mereka dalam memilih usaha 

ini, tantangan yang dihadapi, serta pemahaman mereka terhadap hukum Islam 

dalam pemberian pakan ternak. 

Mayoritas pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda memilih usaha 

ini karena berbagai faktor, termasuk kemudahan dalam pemeliharaan, modal 

yang relatif terjangkau, dan waktu panen yang lebih singkat dibandingkan 

jenis ikan lainnya. Seorang pembudidaya berinisial A di Desa Tiromanda 

menjelaskan, 

"Saya memulai budidaya ikan lele karena ikan ini lebih tahan terhadap 

kondisi air yang kurang baik dibandingkan ikan lain seperti nila atau 
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gurame. Selain itu, lele juga cepat tumbuh, sehingga saya bisa panen 

lebih cepat dan mendapatkan keuntungan lebih cepat pula."
58

 

 

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh pembudidaya R, 

"Budidaya lele cocok untuk orang seperti saya yang tidak punya 

banyak lahan dan modal besar. Kolamnya bisa dibuat dari terpal, dan 

bibitnya tidak terlalu mahal. Saya memilih usaha ini karena mudah 

dan cepat menghasilkan."
 59

 

 

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa faktor utama 

yang mendorong masyarakat untuk membudidayakan ikan lele adalah tingkat 

ketahanan ikan terhadap lingkungan serta efisiensi dalam pengelolaan usaha. 

Selain itu, modal awal yang tidak terlalu besar membuat usaha ini lebih 

mudah dijalankan oleh masyarakat dengan keterbatasan finansial. 

Salah satu alasan utama para pembudidaya memilih ikan lele adalah 

keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dalam waktu relatif singkat. 

Pembudidaya berinisial FR mengungkapkan, 

"Dalam satu siklus panen sekitar tiga bulan, saya bisa menjual hingga 

500 kilogram ikan lele. Kalau harga per kilonya Rp20.000, maka saya 

bisa mendapatkan Rp10 juta, dikurangi modal sekitar Rp5 juta. Jadi, 

saya masih bisa untung Rp5 juta."
 60

 

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh pembudidaya AR, 

"Kalau panen sedang bagus dan harga di pasar naik, keuntungan bisa 

lebih besar. Biasanya permintaan meningkat saat bulan puasa atau 

menjelang hari raya. Saya pernah mendapatkan keuntungan lebih dari 

Rp7 juta dalam sekali panen."
 61

 

Berdasarkan hasil wawancara ini, terlihat bahwa keuntungan dari 

budidaya ikan lele cukup menjanjikan, terutama jika dikelola dengan baik dan 

dijual pada saat harga pasar tinggi. Dalam kondisi normal, para pembudidaya 
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masih dapat memperoleh keuntungan sekitar 50% dari modal awal. Selain itu, 

peningkatan permintaan pada waktu tertentu seperti bulan Ramadhan dan hari 

raya membuat usaha ini semakin menarik bagi masyarakat. 

Tingginya biaya pakan menjadi tantangan utama dalam budidaya ikan 

lele. Untuk menekan biaya produksi, beberapa pembudidaya menggunakan 

alternatif pakan yang lebih murah, termasuk dari barang najis. Pembudidaya 

berinisial A menjelaskan, 

"Harga pakan pabrik terus naik. Dulu satu karung pakan bisa dibeli 

Rp250 ribu, sekarang bisa sampai Rp350 ribu. Kalau terus seperti ini, 

kami rugi. Makanya, kami pakai sisa makanan dari warung atau 

limbah dapur sebagai pakan tambahan."
 62

 

 

Hal ini juga didukung oleh pembudidaya FR yang menyatakan, 

 

"Saya pernah pakai pakan buatan sendiri dari campuran sisa makanan 

dan dedak, karena lebih murah. Kalau cuma pakai pelet, modalnya 

besar. Yang penting ikan tetap sehat dan tumbuh dengan baik."
 63

 

 

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat diketahui bahwa faktor 

ekonomi menjadi penyebab utama dalam penggunaan pakan alternatif. Biaya 

pakan yang tinggi membuat pembudidaya mencari cara untuk mengurangi 

pengeluaran, meskipun beberapa dari mereka mungkin tidak menyadari 

konsekuensi hukumnya dalam Islam. 

Beberapa pembudidaya ikan lele tidak memiliki pemahaman 

mendalam tentang hukum Islam terkait penggunaan pakan dari barang najis. 

Seorang pembudidaya R mengatakan, 

"Saya tidak tahu apakah ikan yang diberi pakan najis itu haram atau 

tidak. Yang penting bagi saya, ikan tumbuh besar dan bisa dijual."
 64
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Pendapat serupa juga disampaikan oleh pembudidaya ikan bapak AR 

 

"Saya pernah dengar kalau ikan yang makan najis itu harus disucikan 

dulu sebelum dijual, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Tidak 

ada yang menjelaskan kepada kami soal ini."
 65

 

 

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa banyak pembudidaya belum 

mendapatkan sosialisasi mengenai aturan dalam Islam terkait kehalalan 

hewan ternak yang diberi pakan najis. Hal ini menunjukkan pentingnya peran 

pemerintah atau lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi kepada 

masyarakat agar mereka dapat menjalankan usaha dengan tetap 

memperhatikan aspek syariah. 

Ikan lele hasil budidaya di Desa Tiromanda dijual di berbagai tempat, 

baik di pasar tradisional maupun melalui pengepul. Seorang pedagang ikan, 

berinisial A, menyebutkan, 

"Kami menjual ikan ke pasar di Kecamatan Bua dan sekitarnya. Ada 

juga warung makan yang langsung membeli dalam jumlah banyak."
 66

 

 

Pembudidaya AR menambahkan, 

"Kalau ada pesanan besar dari luar kota, seperti dari Palopo atau 

Makassar, kami bisa menjual dengan harga lebih baik. Biasanya 

mereka mencari ikan yang sehat dan ukurannya seragam."
 67

 

 

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemasaran ikan lele dari 

desa ini tidak hanya terbatas pada wilayah lokal, tetapi juga menjangkau kota-

kota lain. Hal ini membuktikan bahwa budidaya ikan lele di Desa Tiromanda 

memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. 

                                                             
65

 A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 3 Februari 2025 
66

 A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 1 Februari 2025 
67

 A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 3 Februari 2025 



53 
 

 

Hasil wawancara dengan para pembudidaya ikan lele di Desa 

Tiromanda menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya memiliki cara yang 

sama dalam mensucikan ikan sebelum dijual apabila sebelumnya diberi pakan 

najis. Seorang pembudidaya berinisial M menjelaskan,  

“Kalau mau dijual, biasanya ikan dipuasakan dulu sekitar tiga hari, 

tidak dikasih makan apa-apa, baru setelah itu dikasih pakan bersih 

supaya najis dalam tubuhnya hilang.” 

  

Hal serupa juga disampaikan oleh pembudidaya AR,  

“Kami biasanya karantina lele 3–4 hari, selama itu cuma dikasih 

makan dedak atau pelet. Setelah itu ikan sudah bersih dan aman 

dijual.”  

 

Sementara itu, pembudidaya FR menambahkan,  

“Ikan yang sebelumnya makan sisa-sisa dapur kalau mau dijual 

memang harus dipisahkan dulu, diberi pakan bersih, biar tidak ada bau 

atau rasa yang berubah.”  

 

Berdasarkan pernyataan ini terlihat bahwa proses pensucian (istibrā‟) 

dilakukan dengan cara mengkarantina ikan dalam kolam khusus selama 

beberapa hari tanpa diberi pakan najis, melainkan diganti dengan pakan bersih 

seperti pelet, dedak, atau hijauan, hingga dianggap layak untuk dipasarkan. 

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran praktis di kalangan pembudidaya 

bahwa meskipun pakan alternatif digunakan karena alasan ekonomi, tetap ada 

upaya untuk menjaga kualitas dan status kehalalan ikan sebelum dipasarkan. 

B. Pembahasan 

1. Budidaya Ikan Lele yang diberi Pakan Barang Najis di Desa 

Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. 
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Budidaya ikan lele merupakan salah satu usaha perikanan yang 

berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Tiromanda, 

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Usaha ini menjadi pilihan masyarakat 

karena ikan lele memiliki ketahanan yang tinggi terhadap berbagai kondisi 

lingkungan dan dapat dibudidayakan dalam skala kecil maupun besar. Selain 

itu, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan budidaya ikan lainnya, seperti nila atau gurame.
68

 

Masyarakat di Desa Tiromanda menjadikan budidaya ikan lele sebagai 

sumber penghasilan utama maupun tambahan. Beberapa di antaranya 

membangun kolam lele di pekarangan rumah menggunakan terpal, sementara 

yang lain memiliki kolam permanen berbahan semen. Siklus budidaya ikan 

lele tergolong singkat, yaitu sekitar 2,5 hingga 3 bulan dari pembibitan hingga 

panen, sehingga perputaran modal dapat berlangsung lebih cepat. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembudidaya ikan lele di 

Desa Tiromanda menggunakan pakan dari barang najis, di antaranya adalah 

tingginya harga pakan pabrik, keterbatasan akses terhadap pakan berkualitas. 

1) Faktor Ekonomi 

Salah satu alasan utama pembudidaya ikan lele menggunakan pakan 

dari barang najis adalah tingginya harga pakan pabrik.
69

 Pakan pelet yang 

dijual di pasaran memiliki harga yang cukup tinggi dan terus meningkat dari 

waktu ke waktu. Karena pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya 
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produksi budidaya ikan lele mencapai 60–70% dari total biaya banyak 

pembudidaya berusaha mencari alternatif yang lebih murah agar tetap 

memperoleh keuntungan. 

Selain itu, keterbatasan modal bagi pembudidaya skala kecil juga 

menjadi faktor yang berkontribusi dalam keputusan mereka untuk 

menggunakan pakan dari barang najis. Dalam banyak kasus, mereka lebih 

mengutamakan efisiensi biaya produksi tanpa mempertimbangkan dampak 

jangka panjang terhadap kualitas ikan dan kepercayaan konsumen. 

2) Keterbatasan Akses terhadap Pakan Berkualitas 

Akses terhadap pakan berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi 

pembudidaya di Desa Tiromanda. Pakan yang memiliki kualitas baik biasanya 

hanya tersedia di kota-kota besar, sehingga pembudidaya harus mengeluarkan 

biaya tambahan untuk transportasi. Tidak jarang pula stok pakan berkualitas 

mengalami kelangkaan, yang menyebabkan para pembudidaya harus mencari 

alternatif lain, termasuk menggunakan pakan dari limbah makanan atau 

barang najis yang tersedia secara lokal dan gratis. 

Dalam kondisi seperti ini, pembudidaya cenderung memilih solusi 

praktis dengan memberikan ikan mereka pakan yang mudah diperoleh dan 

tidak memerlukan biaya besar, meskipun hal tersebut berpotensi berdampak 

negatif terhadap kualitas ikan yang dihasilkan.
 70

 

3) Kurangnya Pemahaman tentang Hukum Islam dalam Budidaya Ikan 
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Kurangnya pemahaman tentang hukum Islam dalam proses budidaya 

ikan juga menjadi faktor yang menyebabkan praktik pemberian pakan dari 

barang najis terus berlangsung. Banyak pembudidaya yang tidak mengetahui 

bahwa ikan yang diberi pakan najis termasuk dalam kategori al-jallalah, yaitu 

hewan yang makan barang najis, yang dalam Islam dihukumi sebagai makruh 

untuk dikonsumsi sebelum melalui proses penyucian terlebih dahulu. 

Minimnya sosialisasi mengenai aspek halal dan haram dalam budidaya 

ikan menyebabkan banyak pembudidaya tidak mempertimbangkan faktor 

kehalalan dalam praktik mereka. Fokus utama mereka lebih pada bagaimana 

ikan bisa tumbuh besar dengan cepat dan menguntungkan secara ekonomi, 

tanpa memperhatikan apakah metode yang digunakan sesuai dengan ajaran 

Islam atau tidak.
71

 

2. Budidaya Ikan Lele yang diberikan Pakan Barang Najis Menurut 

Tinjauan Hukum Islam 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan pakan dalam 

Islam harus memenuhi kriteria halal dan suci. Pakan yang halal adalah pakan 

yang tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau najis, serta tidak 

mempengaruhi status hewan yang mengonsumsinya. Dalam hal ini, pakan 

yang berasal dari barang najis, seperti limbah makanan yang tidak layak 

konsumsi, atau bahan-bahan haram seperti bangkai dan darah, dapat 

mengubah status hewan tersebut menjadi najis. Oleh karena itu, memberikan 

pakan yang mengandung barang najis kepada hewan ternak, termasuk ikan 
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lele, berpotensi menyebabkan hewan tersebut menjadi najis dan mengharuskan 

adanya proses penyucian sebelum dikonsumsi oleh manusia.
 72

 

Terkait dengan pemberian pakan barang najis pada ikan lele, hal ini 

dapat memengaruhi status kehalalan ikan tersebut. Islam memberikan 

pedoman yang sangat jelas tentang kehalalan makanan dan minuman yang 

dikonsumsi umatnya, termasuk hewan yang dipelihara untuk dikonsumsi. 

Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam adalah bahwa makanan dan 

minuman yang haram atau najis tidak boleh dikonsumsi, baik oleh manusia 

maupun hewan. 

Pemberian pakan yang berasal dari barang najis membuat ikan lele 

yang dikonsumsi menjadi terkontaminasi oleh unsur najis tersebut. Hal ini 

berhubungan dengan konsep al-jallalah, yaitu hewan yang makanannya terdiri 

dari barang najis. Hewan yang diberi pakan najis dalam Islam harus melewati 

proses penyucian yang disebut dengan istibra‟, yang berarti mengisolasi 

hewan tersebut dan hanya memberinya makanan yang halal hingga tidak 

terkontaminasi lagi dengan barang najis. Ikan lele yang tidak melalui proses 

penyucian tersebut, dalam pandangan hukum Islam, bisa dianggap tidak halal 

untuk dikonsumsi. 

Menurut pandangan hukum Islam, Islam sangat menjaga kehalalan 

makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umatnya. Sebagai dasar hukum 

yang dapat dijadikan rujukan dalam kasus pemberian pakan barang najis pada 

ikan lele, Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga makanan dan minuman 
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dari unsur yang haram dan najis.
73

 Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Ma'idah/5:3 Allah 

swt. berfirman:  

تَةُ وَالدَّمُ وَلََْمُ الْْنِْزيِْرِ وَمَاا اهُِلَّ لِغَيِْْ اللّهِّ بهِ ّحُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْاَي ْ  وَالْاَوْقُ وْذَةُ  وَالْاُنْخَنِقَةُ  ٖ 
بُعُ  اكََلَ  وَمَاا  وَالنَّطِيْحَةُ  وَالْاُتَ رَدِّيةَُ  تُمْۗ  مَا اِلََّ  السَّ ي ْ  وَاَنْ  النُّصُبِ  عَلَى ذُبِحَ  وَمَا ذكََّ

لِكُمْ  بِِلََْزْلََمِۗ  تَسْتَ قْسِاُوْا سَ  الَْيَ وْمَ  فِسْق ۗ  ذه  تََْشَوْهُمْ  فَلَ  دِينِْكُمْ  مِنْ  كَفَرُوْا الَّذِيْنَ  يىَِٕ
 دِيْ ناًۗ  الَِْسْلَمَ  لَكُمُ  وَرَضِيْتُ  نعِْاَتِْ  عَلَيْكُمْ  وَاتَْْاَْتُ  دِيْ نَكُمْ  لَكُمْ  اكَْاَلْتُ  الَْيَ وْمَ  وَاخْشَوْنِۗ 

َ غَفُوْر  رَّحِيْم  فَ  ٍۙ فاَِنَّ اللّهّ رَ مُتَجَانِفٍ لَِِّثٍْ  اَنِ اضْطرَُّ فِْ مََْاَصَةٍ غَي ْ
Terjemahnya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging 

hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang 

dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, 

kecuali yang (sempat) kamu sembelih.(Diharamkan pula) apa yang 

disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām 

(anak panah),(karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini200) orang-

orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, 

janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari 

ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan 

nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, 
siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 74 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa pengharaman bagi umat Islam untuk 

mengonsumsi makanan yang mengandung unsur najis. Oleh karena itu, jika 

ikan lele diberi pakan barang najis, seperti limbah yang mengandung bahan 

haram, ikan tersebut menjadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Status haram 

ini berlaku pada ikan yang diberi pakan dari barang najis tanpa melalui proses 

penyucian, yang menyebabkan ikan tersebut tidak layak dikonsumsi oleh 
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umat Muslim. Lebih lanjut, dalam Hadis Nabi Muhammad saw. yang 

diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda: 

هَدَاءِ  دِّيقِيَن وَالشُّ  التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأمَِيُن مَعَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ
Artinya : 

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di syurga) dengan 

para nabi, siddiqin, dan syuhada”. (HR.Tirmidzi)
75

 

Hadis ini mengajarkan pentingnya prinsip kejujuran dan kepercayaan 

dalam transaksi jual beli, yang sangat relevan dalam konteks jual beli ikan 

lele yang diberikan pakan barang najis. Seorang pedagang yang jujur tidak 

akan menyembunyikan kenyataan bahwa ikan yang dijualnya diberi pakan 

dari barang najis. Oleh karena itu, prinsip kejujuran harus menjadi dasar 

dalam transaksi jual beli ikan lele di mana penjual wajib memberi informasi 

yang jelas kepada konsumen tentang status halal dan kehalalan produk yang 

dijualnya. 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2012 Nomor 52 tentang 

Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis memberikan 

petunjuk lebih lanjut mengenai status hukum hewan yang diberi pakan dari 

barang najis. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa hewan yang diberi pakan 

dari barang najis akan menjadi najis dan status kehalalannya dapat 

dipertanyakan. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa dalam Islam, hewan yang 

memakan barang najis harus disucikan terlebih dahulu melalui proses istibra‟ 

(membersihkan) sebelum bisa dikonsumsi. Proses ini memastikan bahwa 

                                                             
75

 Caesar.W, S. M., Rejeki, N. M. S., Samudra, M. T., & Dewi, G, Implementasi Konsep 

Religius (Diniyah) dan Jujur Dalam Perdagangan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 4.2 (2020), 

hal.136–149. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/39/21 



60 
 

 

hewan yang dikonsumsi tidak mengandung unsur najis yang bisa merugikan 

kesehatan umat Muslim yang mengonsumsinya.  

Berdasarkan fatwa MUI tersebut, pembudidaya ikan lele yang 

memberikan pakan barang najis kepada ikan mereka harus memastikan 

bahwa ikan tersebut melalui proses penyucian dengan memberi pakan yang 

halal dalam waktu tertentu sebelum dijual ke konsumen. Jika tidak, maka ikan 

lele yang diberi pakan dari barang najis tidak sah dikonsumsi oleh umat 

Islam, dan transaksi jual beli tersebut bisa dianggap tidak sah menurut hukum 

Islam. 

Prinsip halal dan haram dalam Islam tidak hanya terbatas pada apa 

yang dimakan, tetapi juga pada bagaimana makanan tersebut diproduksi dan 

diproses. Pedagang yang jujur harus memastikan bahwa barang yang dijual 

kepada konsumen adalah barang yang halal dan tidak mengandung unsur 

najis atau haram. Hal ini terkait langsung dengan etika jual beli dalam Islam 

yang mengutamakan transparansi dan kejujuran.
76

 

Seorang pedagang yang tidak jujur dalam menjual ikan lele yang 

diberi pakan barang najis berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. 

Dalam hal ini, pedagang tersebut melanggar prinsip kejujuran yang diajarkan 

dalam Islam, dan bisa dikenakan konsekuensi baik di dunia maupun di 

akhirat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembudidaya ikan lele di Desa 

Tiromanda dan pedagang yang menjualnya untuk menjaga kehalalan produk 
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yang mereka jual dan memastikan bahwa ikan yang dijual tidak mengandung 

unsur najis atau haram. 

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pemberian pakan barang najis 

kepada ikan lele dapat menyebabkan ikan tersebut menjadi najis dan tidak 

halal untuk dikonsumsi. Hal ini berhubungan dengan konsep al-jallalah 

dalam Islam, yaitu hewan yang makanannya berasal dari barang najis. Ikan 

yang demikian memerlukan proses penyucian agar status kehalalan dapat 

dikembalikan. Oleh karena itu, pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda 

perlu memperhatikan aspek halal dan suci dalam memilih pakan untuk ikan 

mereka. 

Selain itu, pedagang juga harus jujur dalam menjual produk mereka, 

memastikan bahwa ikan yang mereka jual tidak terkontaminasi barang najis, 

sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang kejujuran dalam jual beli. 

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, pemberian pakan barang najis 

kepada ikan lele dapat mempengaruhi status kehalalan ikan tersebut. Pakan 

yang terbuat dari barang najis membuat ikan lele menjadi najis dan tidak sah 

dikonsumsi tanpa melewati proses penyucian yang benar.
77

 Dalam 

prakteknya, banyak peternak ikan lele di Desa Tiromanda yang mengabaikan 

aspek kehalalan pakan, memilih pakan yang lebih murah dan praktis tanpa 

memperhatikan apakah pakan tersebut memenuhi standar halal.  

Fatwa MUI dan prinsip kejujuran dalam jual beli yang diajarkan 

dalam hadis Nabi Muhammad SAW seharusnya menjadi pedoman bagi 
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peternak dan pedagang ikan lele. Oleh karena itu, penting bagi peternak ikan 

lele di Desa Tiromanda untuk lebih memperhatikan kehalalan pakan yang 

mereka berikan, serta bagi pedagang untuk memberikan informasi yang jelas 

dan jujur kepada konsumen mengenai status kehalalan ikan lele yang mereka 

jual. 

Teori tentang al-jallalah dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab 

Al-Majmu‟ Syarh al-Muhadzdzab, bahwa hewan yang memakan najis hingga 

memengaruhi bau, rasa, dan warna dagingnya dihukumi haram, namun 

apabila diberi makan yang suci hingga hilang pengaruh najisnya maka 

kembali halal. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibn Qudamah dari 

kalangan Hanabilah dalam kitab Al-Mughni, yang menegaskan larangan 

mengonsumsi daging dan susu hewan al-jallalah berdasarkan hadis Nabi 

SAW, sampai dilakukan proses penyucian dengan mengganti pakan halal. 

Teori ini menjadi landasan bahwa kehalalan hewan konsumsi sangat 

bergantung pada kesucian pakan yang diberikan, sehingga memberi pakan 

najis pada ikan lele akan memengaruhi status kehalalannya.
78

 

Selain itu, dalam etika bisnis Islam ditegaskan oleh al-Ghazali dalam 

Ihya Ulumuddin, bahwa kejujuran (shidq) dalam perdagangan merupakan 

syarat utama tercapainya keberkahan usaha.
79

 Oleh karena itu, peternak ikan 

lele yang menggunakan pakan najis berarti mengabaikan prinsip syariah, 
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sedangkan pedagang wajib bersikap jujur dengan menjelaskan kondisi 

produknya kepada konsumen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulan penelitian ini yaitu: 

1. Praktik budidaya ikan lele di Desa Tiromanda, sebagian pembudidaya ikan 

menggunakan pakan berupa pelet komersial yang sudah banyak tersedia di 

pasar. Namun, ada juga sebagian pembudidaya yang memberikan pakan 

berupa bangkai ayam, yang berpotensi mengandung bahan najis, meskipun 

tidak semua pembudidaya menerapkan metode ini. Penggunaan sisa 

makanan sebagai pakan lebih sering terjadi karena alasan ekonomi, yaitu 

biaya pakan yang lebih murah. Namun, tidak semua pembudidaya 

menggunakannya, dan sebagian besar lebih memilih menggunakan pelet 

yang sudah terjamin kehalalannya. 

2. Menurut perspektif hukum Islam, pemberian pakan yang mengandung 

najis pada ikan lele tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan ikan 

menjadi najis dan haram untuk dikonsumsi. Pakan yang berasal dari sisa 

makanan manusia yang mengandung bahan najis atau haram, seperti darah 

atau bangkai, akan menurunkan status kehalalan ikan tersebut. Apabila 

tetap diperjualbelikan, maka akad jual belinya tidak sah menurut syariat, 

karena termasuk menjual barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan 

oleh umat Islam. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka saran penelitian ini yaitu: 

1. Diharapkan para pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda dapat 

meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pentingnya kehalalan pakan 

yang diberikan kepada ikan. Pembudidaya sebaiknya mengutamakan 

penggunaan pakan yang jelas kehalalannya, seperti pelet ikan yang sudah 

terjamin kualitas dan kehalalannya, untuk menghindari kontaminasi 

barang najis pada hasil budidaya mereka. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai dampak pemberian pakan yang mengandung najis 

terhadap kualitas ikan lele, baik dari segi kesehatan ikan maupun dari segi 

kehalalannya untuk konsumsi. 

C. Implikasi 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara praktis maupun 

akademis yaitu: 

1. Implikasi Praktis 

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa aspek kehalalan dalam 

budidaya ikan lele sangat penting diperhatikan, khususnya terkait penggunaan 

pakan. Jika pembudidaya menggunakan pakan yang mengandung najis, maka 

tidak hanya menurunkan kualitas dan kehalalan ikan, tetapi juga berpotensi 

menurunkan nilai jual di pasaran, khususnya di kalangan konsumen Muslim 

yang sangat memperhatikan aspek halal. Oleh karena itu, penting adanya 

regulasi, sosialisasi, dan pendampingan dari pihak pemerintah maupun 
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lembaga keagamaan agar pembudidaya lebih terarah dalam memilih pakan 

yang sesuai syariat Islam. 

2. Implikasi Akademis 

Penelitian ini menjadi dasar referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hubungan antara 

penggunaan pakan dengan status kehalalan hasil budidaya ikan. Selain itu, 

penelitian ini juga membuka ruang diskusi akademik mengenai integrasi 

antara ilmu perikanan dengan kajian hukum Islam, sehingga dapat melahirkan 

inovasi baru dalam bidang budidaya perikanan yang sesuai dengan prinsip 

syariah. 
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